WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/479/DPPKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAAN

PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BONTANG

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam

Mengingat

pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan
Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Kota Bontang;

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);

.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4557);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

! Membentuk Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan

Perempuan dan Anak Kota Bontang dengan susunan personalia

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

: Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan

Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak;

b. berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan serta

perlindungan perempuan dan anak;
c. meningkatkan sinergi dengan dunia usaha;

d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait

dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

e. melakukan kajian tentang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak di masyarakat;

f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

g. memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam
rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

: Dalam melaksanakan tugas, Forum wajib berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan
hasilnya kepada Wali Kota Bontang melalui Sekretaris Daerah;
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/
! EEM : i i
K PAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 September 2019
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
3. Yang Bersangkutan
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 188.45/479/DPPKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI

PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BONTANG
SUSUNAN PERSONALIA FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN

PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BONTANG

Pengarah : 1. Wali Kota Bontang
2. Wakil Wali Kota Bontang

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana

Wakil Ketua :  Muflih Al Hafidi, ST (Kelas Inspirasi Bontang)

Sekretaris : Ratnah, SE (Yayasan Pandu Qolby)

Bendahara : Nurdiana, ST (Dompet Dhuafa Volunteer Chapter
Bontang)

Bidang Ketahanan Keluarga
Koordinator : Jamaludin Rosyidi (Simpul Maiyah)

Anggota : 1. Unsur Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
3. Unsur Komunitas Peduli Sampah
4. Unsur Gerakan Masyarakat Bersedekah (Gemars)

Bidang Kualitas Perempuan

Koordinator : Ernawati, SE (Perkumpulan Perempuan Peduli Kanker
dan AIDs)

Anggota Unsur Bontang Crafter Community (BCC)
Unsur Persatuan Wanita Patra (PWP)
Unsur Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mekarsari

Unsur Asosiasi Ibu Menyusui Bontang (AIMI)

EIRSS

Unsur Perkumpulan Istri Karyawan Pupuk
Kalimantan Timur (PIKA PKT)

Scanned by CamScanner



Bidang Perlindungan Khusus Anak

Koordinator

Anggota

Fatimah (Organisasi Bontang Berbagi)

1. Unsur Forum Anak Bontang

2. Unsur Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial
Indonesia (FORKASI)

3. Unsur Inkubator Bisnis Bontang (INBIS)
4. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)

Bidang Perlindungan Perempuan

Koordinator

Anggota

Suratmi, S,Sos, M.PSSP (Yayasan Pandu Qolby)

1. Unsur Warung Ikhlas Bontang (WIB)
2. Unsur Sedekah Seribu Sehari (S3)
3. Unsur Forum Bontang Peduli

Bidang Pemenuhan Hak Anak

Koordinator

Anggota

Sekretariat

Koordinator

Anggota

Hengky Saputra, A.Md (Lentera Insan)

1. Unsur Himpunan Pendidik dan  Tenaga
Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)

2. Unsur Lingkar Inspirasi Bontang

3. Unsur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

4. Unsur Komunitas Mahasiswa Bontang Lestari
(KMBL)

Kepala Seksi Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana

Andansari Kusumadewi, S.H
Ahmad Fakhrurrijal, SKM
Siti Aulia Kharisma, S.IKom
Dewi Astria Anitasari
Harpinah

N

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI
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